DANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG
PAJAK REKLAME

RISMILLAHIRARHMANIRRAMED .
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPAT] PIDIE JAYA,
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" Menimbang : a. bshwa menindaldanjuli ketentuan Pasal 180
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Pemerintahan Aceh dan dalam rangka
4 pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) huruf d, pajak
%eklameh ditetapkan sebagai salah satu Pajak
i agran,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan
.k sebagaimana_dimaksud pada huryf a, perlu
= -k menetapkan Qanun tentang Pajak Reklame;

© ! Mengingat : 1. Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1974

© tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
y 55 Tambahan lLembaran Negara Republik

indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah
7 diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
B Tahun 1989 teniang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 1999 Nomor 169,

Tambahan lLembaran Negara Republik
i Indonesia Nomor 3880); :
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. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 3208),

: UndangUndang Nomor § Tahun 1986 tentang
an

Peradi Tata Usaha Negara (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 1986 Nomor
77, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Momor 3344) sebagaimana teiah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2004 ieniang Perubshen atas Undang-
Undang Nomor 5 iahun 1286 tentang Peradilan
Tata Usahz Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nemor 35,
Tambahan Lembaran Negara Repubilk
indonesia Nomor 4380),

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang

Penaginan Pajak dengan Surat Paksa
%Lem aran Ne% ra Republik Indonesia Tahun
997, Nomor 42, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana
telah diubanh dengan Undan% ndang Momor
19 Tahun 2000 tentan erubahan atas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagl an Pajak dengan Surat Paksa
i embaran Negara Republik Indonesia Tahun
000, Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Rebuplix Indonesia Nomor 3887),
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penvelenggaraan  Keistimewaan  Provinsi
Daerah Istimewa Aceh (Lembaran MNegara
Republik indonesia Tahun 1889 Nomor 172,
Tambahan lLembaran Negara Republik
indonesia Nomor 3893); :

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang - -

Pengadilan Pajak (Lembaran Megara Republik
indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan
| embaran Negara Republik Indonesia Nomor
4189);




7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

10.

11.

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

‘Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republk
indonesia Momor 4441); . )

Lindang-Lindang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Demerintahan Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik

indonesia Momor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang MNomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tanun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 4344);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Repubfik Indonesia Tahun 2004 Nomor

128, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438),
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor . 62,
Tambahan Lembaran Negara Repuplik
Indonesia Nomor 4623);



12.

13.

14.

18.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di
Provinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Repuplik indonesia Nomor 4683);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
4725);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Refribusi Daerah (Lembaran
Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara indonesia Nomior
5048);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996
tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan
dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara
Republik incdonesia tahun 1996 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3643);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2065
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
{Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2005 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);




18. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah
Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007
Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah
Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007

Nomor 03). |

Dengan Perseiuiuan Bersama

DEVAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA

netapkan

dan

BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKARN :

. ANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG
PAJAK REKLAME.

BAB 1|
KETENTUAN URUNM

Pasal 4

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1 Pemerintah Pusat yang selanjuinya disebut
pemerintah adalah Presiden Republik indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.




2.

i,

e

53

Gubermur adalah Kepala Pemerintah Acsh
vang dipilih melalui suatu proses demokratis
yang dilakukan berdasarkan asas langsung,
urnum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dewan Perwakilan Rakvat Kasbupaten Pidie
Jaya yang selanjuinya disebut DPRK adaiah
unsur penyelénggaraan pemerintahan daerah
Kahupaten Pidie Jaya yang anggotanya dipiih
melalul pemilinan umum, i

Pimpinan DPRK Pidie Jaya adalsh 1 {salu)
oreng Ketua dan 2 {dus) crang Wakdi Keiua
DPR Kabupaten Pidie Jaya.

Anggota DPRK adalah mereka yang teieh
diresmikan keanggotaannya ssbagai anggoia
DPERK Pidie Jaya dan islah mengucapkan
sumpah / janji berdasarkan ketentuan reraturan
Perundang-undangan.

Pejabsl adateh Pegawal yang diberi tigas
jerientu dibidang Perpajakan Dasrab sesuai
dengan Peraturan perundang-undangan yany
teriakuy.

Pajak Daerah vang selanjulnya dissbut pajak,
adalah iuran walio yang dilakukan oleh orang
pribadi atau  badan kepada Daersh fanpa
imbalan lzngsung vang seimbang, vang dapat
sipaksa berdasarkan peraturan  perundang-
undangan yang berlaku, yang digunakan untui
membiavai penyelenggaraan  Pemerintahan
Daerah dan Pembangunan Daearah.
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8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau
modal yang merupakan kesatuan baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha vang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah
dengan nama dan dalam bentuk apapun, fima,
xongsi, ioperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpuian, yayasan, orgenisasi massa,
organisasi sosial pofitik, atau organisasi yang
sejenis, lembaga, bentuk usaha fetap, dan
bentuk badan lainnya.

9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi iugas
tertentu dibidang Perpalakan Daerah sesuai
dengan Peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

10.Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak
adalah Pungutan Daerah atas Penyelenggaraan
reklame.

11.Reklame adalah benda, alat, kegiatan atau

: media yang menurut bentuk susunan dan corak

: ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan

: untuk memperkenalkan, menganjurkan atau
memujikan suatu barang, jasa atau orang
ataupun untuk menarik perhatian umum kepada
suaty barang, jasa atau orang yang ditempatkan
atau yang depat dilihat, dibaca dan/atau
didengar dari suaty tempat sleh umum, kecuali
vang dilakukan oleh pemerintah.
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12.Panggung/Lokasi Reklame adalah suatu sarana
atau tempat pemasangan satu atau beberapa
buah reklame.
13.Penyelenggaraan Reklame adalah perorangan
atay Badan hukum yang menyelenggarakan
‘ reklame baik dan untuk atas nama pihak iain
\ yang menjadi tanggungannya.
{ 14.Kawasan atau Zona adalah batasan-batasan
} ; wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan
i wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk
nemasangan reklame.
15.Nilai jual objek Pajak Reklame adalah
yeseluruhan - pembayaran/ pengeluaran biaya
yang dikeluarkan oleh pemilik danfatau
penyelenggara Reklame termasuk dalam hal ini
adalah biayafharga beli bahan rekiame,
konstruksi, instalasi listrik, pembayaran ongkos
perakitan, pemancangain, peragaan,
penayangan pengecatan, pemasangan dan
transportasi pengangkutan dan lain sebagainya
sampai dengan bangunan reklame rampung,
yang dipancarkan, diperagakan, ditayangkan
dan atau fterpasang ditempat yang telah
diizinkan.
16.Nilai Strategis pada titik lokasi pemasangan
rekiame  tersebut  berdasarkan  kriteria
kepadatan, pemanfaatan tata ruang kota untuk
berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
17.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang
selanjuinya disingkan SPTPD adalah surat yang
digunakan olen Wajib Pajak untuk melaporkan
perhitungan dan pembayaran pajak yang
terutang menurut  Peraturan Perundang-
undangan Perpajakan Daeran.




18.

18.

- 20.
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| 17. Surat Setoran pajak Daerah yang selanjutnya

disingkat SSPD adalah surat yang digunakan
oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran
atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas
Daerah atau bendahawaran khusus penerima
(BKP) vang ditetapkan oleh Bupati.

Surat XKeletapan Pajak Daerah vyang
selanjutnya disingkat SKPD adalah surat
keputusan yang meneniukan besamya jumian
paijak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
vang seisnjutnya disingkat SKPDKB adalah
surat keputusan yang menerniukan besamya
iumiah pajak vang terutang, jumiah kredit pajak,
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak,
besamya sanksi administrasi, dan jumiah yang
masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan yang  selanjutnya  disingkat
SKPDKXBT =adalah surat keputusan vyang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang
telah ditetapkan.

. Burat Keietapan Pajak Daerah Lebih Bayar

vang selanjutnya disingkat SKPDLB adailah
surat kepuiusan yang meneniukan jumiah
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah
kredit pajak iebih besar dari pajek yang
terutang atav tidak seharusnya terutang.

. Surat Ketetapan Pajak Dazerah Nihil yang

selanjuinya disingkat SKPDN =adalah surat
keputusan yang menentukan karena jumiah
pajak yang ierutang sama besarnya dengan
jumiah kredit pajak, atau pajak tidak terutang
dan tidak ada kredit pajak.
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23.

24.

[\

28.

e

Surat:Tagihan Pajak Daerah vang selanjutnya
disingkat STPD adalah surat yang melakukan
tagihan pajak danfatau sanksi administrasi
berupa bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat
Keputusan vang membetulkan kesalahan iulis,
kesalehan hitung dan/atau kekeliruan dalam
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
pesundang-undangan perpajakan Daerah yang

terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKET,

SKPDLB, SKPDN, atau 8TPD.

Surat Keoulusan keberatan adalah surat
keputusan atas keberaian &BKPD, SKPDKB,
SKPOKBT, SKPDLB, SKPDN atau iterhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pinzk
ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan
untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data
dan/atati keterangan lainnva tintux menguii
kepaiuhan pemenuhan kewsjiban perpajakan
Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan Retribusi Daerah.

27.Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

Dasrah dan Refribusi adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oieh Penyidik Pegawai
Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidix,
untuk mencari serta mengumputkan bukti yang
dengan bukii itu membuat terang tindak pidana
di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi yang
terjadi serta menemukan fersangkanya.

10
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Pasal 2 :
Dengan nama Pajak Reiklame dipungut paiak
atas setiap penyelenggaraan Reklame.
Obyek Pajak Reklame adaiah semua
penyelenggaraan Reklame. .
Penyelenggaraan  Reklame sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) melipudi :
rekiame Papan/Billboard/Megatren;
reklame Kain; ' :
reklame Melekat (Sticker};
reklame Seiebaran;
reklame Berjalan termasuk pada Kendaraan;
rekiame Udara;
reklame Apung,
. reklame Suara;
reklame Film/Slide; dan
reklame Peragaan.

T RO D

Pasal 3

! Dikecualikan dari Objek Pajak adalah:
a.

penyelenggaraan Reklame melalui intemet,
televisi, radio, wartawan harian, waria
mingguan, warta buianan, dan sejenisnya;
iebel/merek produk yang meiekat pada barang
vang diperdagangkan, yang berfungsi untuk
membedakan dari produk sejenis iainnya,

nama pengenal usaha atau profesi yang

dipasang melekat pada bangunan iempat
usaha atau profesi diselenggarakan sesua
dengan ketentuan yang mengalur nama
pengenal usaha atau profesi tersebut;

reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah
atau pemerintah Daerah; dan

11
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Pasal 4
{1) Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi
atau Badan yang menggunakan Reklame.

e

5t
et

& (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau
Badan yang menyelengarakan Reklame.

5 (3) Dalam hal Reklame diselenggarskan sendiri |
secara langsung atau orang pribadi atau badan,
¢ waijib pajak Reklame adalah orang pribadi atau

- badan tersebut.

{4} Dalam ha! Reldame diselenggarakan melaiui
oihak ketiga, pihak ketiga tersebul menjadi
Waiib Paiak Reklame. :

£
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*DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

{1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai
sewa reklame.

{2) Nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya
pemasangan eklame, lama pemasangan
reklame, nilai stralegis, lokasi dan jenis
reklame.

{3) Dalam ha! reklame diselenggarakan oieh orang
pribadi atau Badan yang memanfaatkan
Reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai
sewa reklame dihilung berdasarkan biaya
pemasangan reklame, pemeliharaan reklame,
lama pemasangan, nilal strategis, lokasl dan
jenis reklame.
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Dalam hat reklame diselenggarakan oleh pihak
ke tiga, maka nilai sewa reklame ditentukan
berdasarkan jumiah pembayaran untuk suatu
masa pajak/masa penyelenggaraan reklame
dengan memperhatikan hiaya pemasangan
reklame,  pemelinaraan reklame, lama
pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis
reklame. ’
Hasil perhitungan nilai  sewa reklame
sebagaimana dimaksud nada avat (2)
dinyatakan dalam bentuk tabel dan ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan -sebesar 25 % {dua puluh
lima persen).

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA

PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 7

{1) Pajak yang terutang dipungut di Kabupaten

Pidie Jaya.

(2) Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan

cara mengalikan tarif pajak sebagaimana
dimaksud Pasal 6 dengan dasar pengenaan
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
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BAB V

ASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT
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PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8 :
Masa Pajek adalah jangka wakiu terieniu yang
lamanya sama  dengan  jengka  wakiu
penyelenggaraan reklame. :

Pasal 8
Pajak terutang dalam masa paiak terjadi pada sast
Penyelenggaraan Reklame.,

Fasail 18

{1) Setiap Waijib Pajak waiib mengisi SFTPD.

{2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap
serta ditandatangani oleh Waijib Pajak atau
kirasanya,

(3) 8PTPD sebagaimana dimaksud pada avat (1)
harus disampaikan kepada Bupali seismbat-
tambatnya 15 {lima belas} hari ssielsh
perakhirmya masa pajak.

(4) Bentuk, isi dan Tala Cara pengisian SFTPD
ditetapkan oleh Bupati.

: BAB Vi
TATA CARA PERHITUNGAN DAN
PENETAPAN PAJAK

asal 41
{1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1), Bupall menetapkan
pajak lerutang dengan menerbitkan SKPD.

15
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Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat
waktu paling fama 30 (tiga puluh) hari sejak
SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi
berupa denda sebesar 2% {(dua persen)
sebulan dan ditagih dengan menerbitkan
STPD.

Pasal 12

(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1) digunakan untuk menghitung,
memperhitungkan  dan menetapkan pajak
sendiri yang teruia

ng.
(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tehun sesudah

saat ‘terutangnya .- .pajak, Bupal dapat
menerbitkan:

. SKPDKB,;

., SKPDKBT; dan

c. SKPDN.

{3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat {2

hunuf a diterbitkan:
a. apabila berdasarkan hasii pemeriksaan atau

keterangan lain pajak yang terutang tidak
atsu kurang dibayar, dikenakan sanksi
administrasi berupa denda sebesar 2% {dua
persen) sebulan dihitung dari pajak yang
kurang atau teriambat dibayar untuk jangka
wakiu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan dihitung sejak saat terutanghya pajak;

b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam
jangka wakiu yang diteniukan dan telah
ditegur secara teriulis, dikenakan sanks
administrasi berupa denda sebesar 2% {(dua
nersen) sebulan dihitung dari paiak yang
kurang atau ierlambat dibayar untuk jangka
- waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
hulan dihitung sejak saat terutangnya paiak;
dan
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c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak
dipenuhi, pajsk yang terutang dihitung
secara jabatan dan dikenakan sanksi
administrasi berupa kenaikan sehesar 25% -
(dua puluh lima persen) dari pokok pajak
ditambah sanksi administrasi berupa denda
sebesar 2% {dua persen) sebulan dihitung -

- dari paiak yang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka wakiu paling lama 24
{dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat
{erutangnya pajak.

(4} SKPDKBT sebagsimana dimaksud pada ayat

()

(&) Ap

(2 huruf b diterbitkan apabila ditemukan dala
hary ateu data vang semula belum lerungkap
yang menyebabkan penambahan jumiah pajak
vang terutang, akan dikenakan sanksi
administrasi berupa kenaikan sebesar 100%
{seratus persen) dari jumiah kekurangan pajak
tersebut.

SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ diterbitkan apabila jumiah pajak yang
terutang sama besarnya dengan jumlah kredit
pajak atau pajak tidak terutang dan tidek ada
kredit pajak.

abila kewajiban membayar paiak tersiang
dalam SKPDKB dan SKPDKET sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dap hunf &
fidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam
jangka vang telah ditentukan, ditagih dengan

_menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi

{7)

administrasi  berupa denda sebesar 2% (dua
persen) sebulan.

Penambahan jumiah pajak yang terutang
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak
dikenakan apabila Wajib Pajek melaporkan
sendiri sebelum dilakukan  tindakan
pemeriksaan.

16



DI S

AT AN AT ST iy N

[ICTw S

S X ot it

s aieas b3 N e e s p G as s AR RER T

P EL Nt aes

BAB Vi
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasai 13

. {1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah

atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati
sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD,
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

{2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat
tin vang ditunjuk, hasil penerimaan pajak
harus disetor ke Kas Daerah sslambat-
lambatnya 1 % 24 jam atau dalam wakiu yang
diteniukan cieh Bupali.

{3} Pembayaran pejak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan
menggunakan SSPD.

Pasal 14 -

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaiigus
atau funas.

{2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada
Waijib Pajak untuk mengangsur pajak terutang
dalam kurun wakiu tertentu, setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan.

(3) Angsuran pembayaran bajak sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) harus . dilakukan

,secara teratur dan berturut-turit dengan
dikenakan denda sebesar 2% {dua persen)
sebulan dari iumlah pajak yang belum atau
kurang dibayar.

(4) Bupati dapat memberikan perseiujuan kepada

 Wajib Pajak uniuk menunda pembayaran pajak
sampai batas wakiu yang ditentukan setelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan
dikenakan denda 2% {dua persen) sebulan dari

jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

i7
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(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan
menunda pembayaran serta tata cara
pembayaran angsuran dan  penundaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti
pembayaran dan dicatat dalam buku
penerimaan.

(2) Bentuk, jenis, isi ukuran tanda bukt
pembayaran dan buku penerimaan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Bupati.

BAB Viit
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16
(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat
lain yang sejenis sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan paiak dikeluarkan 7
{tujith) hari sejak saat jetuh tempo pembayaran.
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah
tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan
atau surat lain yang sejenis, Whajib Pajak harus
- melunasi pajak vang terutang.

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain

yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) dikeluarkan cleh Bupati atau pejabat yang
ditunjuk.

18
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Pasal 17
(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar
tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana
ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat
Peringatan atau Surat lain yang sejenis, jumlah

pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat
Paksa.

{2) Bupati atau Pejébat yang ditunjuk menerbitkan
Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua
puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran

atau surat Peringatan ataus Surat lain yang
sejenis.

Pasai 18
Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi
dalam jangka wakiu 2 x 24 jam sesudah tanggal
pemberitahuan Surat Paksa, Bupati atau Pejabat

yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum
juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10
(sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat
Perintah Melaksanakan Penyitaan, Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk mengajukan penmintaan
penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor
| elang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari,
tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru

sita memberitahukan dengan segera secara tertulis
kepada Wajib Pajak.

19
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Pasal 21
Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan
untuk pelaksanaan penagihan pajak Daerah
ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
PERNGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22
{1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak

dapat memberikan pengurangan, keringanan
dan pembebasan pajak.

{2) Tata cara pemberian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

m CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN
-TETAPA&! DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN

e e imrdeomr e g peli | ivin e d v ons

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23
(1) Bupati karena jabatan atau atas permchonan

Wajib Pajak dapat:

a. membetutkan SKPD atau SKPDKB atau
SKPDKBT atau STPD vang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis,
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam
penerapan Peraturan Perundang-undangan
Perpajakan Daerah;

b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan
pajak yang tidak benar; dan




) c. mengurangkan atau menghapus sanksi
1 administrasi berupa denda dan kenaikan
~§ pajak yang fterutang dalam hal sanksi
B
‘5,'-§

tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib
Pajak atau bukan karena kesalahannya.

(2) Permohonan pembetuian, pembatalan,
pengurangan ketetapan dan penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasi atas SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT dan STPD ssbagaimana
dimaksud pada ayst (1) harus disampaikan
serara terulis olah Wajib Pajak kepada Bupati
atau Pejabat vang ditunjuk selambat-lambatnya
30 (tiga puluh} hari sejak tanggal diterima,
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD
dengan memberikan alasan yang jelas.

(3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3
(tiga) bulan sejak surat permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima,
sudah harus memberikan keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati
atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan
keputusan, permohonan pembetulan,

pembatalan, pengurangan ketetapan dan

penghapusan atau pengurangan sanksi
administrasi dianggap dikabulkan.
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Pasal 24

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan,

hanya kepada Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk atas suatu :

a. SKPD:
b. SKPDKB;
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c. SKPDKBT;
d. SKPDLB; dan
e. SKPDN.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan
secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN diterima oleh
Wajib Pajak kecuali apabila Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu fidak
dapat dipenuhi karena keadaan diluar
kekvuasaannya. Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12
(dua belas) bulan sejak tanggal surat
permohonan keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diterima, sudah memberikan
keputusan.

(3) Apabila setelah lewat waktu 12 {dua belas)
bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Bupsati atau Pejabat yang ditunjuk tidak
memberikan keputusan, permohionan
keberatan dianggap dikabulkan. i

(4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak menunda kewajiban
membayar pajak.

Pasal 25 _
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan Banding
kepada Pengadilan Pajak dalam jangka wakiu
3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan
keberatan.
(2) Pengsjuan Banding sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidek menunda kewajiban
membayar pajak.
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Pasal 26

Apabila pengajuan  keberatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ateu Banding
sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 25
dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah
-sebesar 2% (dua persen) sebulan uniuk paling
jama 24 (dua puluh empat) bulan.

I

e T
AL b TR L

T Ty
PR { A i

3

P SRR Y55

gL

o
S-S ..."i P

BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARARN

ArTid

T A v
NRTTIITRN

B

Pasal 27

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permochonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak
kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
secara iertulis dengan menyebutkan sekurang-
kKurangnya:

a. nama dan alamat wajid pajak;

b. masa pajak;

¢. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
d. alasan yang jelas.

{(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam langka
wakiu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
diterimnanya permochonan pengembalian
pembavaran pajek sebagaimana dimaksud
nada ayat {1) harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka wakiu ssbagaimana dimaksud
nada ayat (2) dilampaui, Bupati atau Pejabat
vang ditunjuk tidek memberikan kepuiusan,
permehonan pengambilan xelehihan
pembayaran pajek diznggap dikabulkkan dan
SKPDLB harus diterbitkan dalam wakiu paling
lama 1 {satu) bulan.
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(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak
lainnya, Kkelebihan  pembayaran  pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu
utang pajak dimaksud.

(5) Pengambilan kelebihan pembayaran pajak
dilakukan daleam jangka waktu paling lama 2
{(duay bulen sejak diterbitkannya SKPDLB
dengan menerbitkan Suret Perintah Membayar
Kelebihan Pajak (SPMKFP).

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran
pajak dilakukan setelah lewat wakiu 2 (dua)
bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati
Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk
memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen)

sebulan atas keterdambatan pembayaran
kelebihan pajak.

Pajak 28
Apabila kelebihan pembayaran pajak
diperhitungkan dengan utang pajak lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4),
pembayarannya dilakukan dengan cara

pemindahbukuan dan bukii pemindahbukuan juga
berlaku sebagai bukii pembayaran.

BAB Xiii
KECALUWARSA

Pasal 29
(1) Hak wuntuk melakukan penagihan paisk,
kedaiuwarsa setelah melampaui iangka waxiu 5
{ima) tahun, terhitung ssizk saat ieruiangnya
naiak, kecuall apabilz Waiib Palak melakukan
Tindak Pidana dibidang Perpajakan Dasrah.

.24




I A L ) ot i )

VR

Ry

-
et

4 et PO T ST, SO SR Y :ﬂ_";{;.::.,.!. gt “'E:
B e T kR ot -4 1 Rt e ek e Gy

AL

Tl

el S adrin A B

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana
dimzaksud pada ayat (1) tertangguh apabiia:
a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Pakss;
atau
b. ada pengakuan ulang pajak dari Wajib

Pajak balk langsung maupun tidak
langsung.

BAB XY
FENYIDIKAN

Pasal 30

(1) Pejgbat Pegawal Negeri Sipil tertentu
ditingkungan Pemerintah Daerah diberikan
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk
mejakukan penyidikan findak pidana dibidang
Perpaiakan Daerah scbagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah

a. menerima, mencaii, mengumpulkan dan
meneliti keterangan atau {aporan berkenaan
dengan tindak pidana dibidang Perpajakan
Reklame agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpuikan
Keterangan mengenai orang pribadi atau
padan lentangkebenaran perbuatan vang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana
pelanggaran Perpajakan Reklame;

25
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e. melakukan

C. meminta' keterangan dan bahan bukti dari
orang pribadi atau badan sehubungan

dengan findak pidana pelanggaran
Perpajakan Reklame;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan

dokumen-dokumen lgin berkenaan dengan
tindak pidana pelanggaran Perpajakan
Reklame;

penggeledahan untuk
mendapatkan - bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain,

serta melakukan penvitaan terhadap bahan
bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka

pelaksanaan fugas penyidikan tindak pidana
pelanggaran Perpajakan Reklame;

g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang

meninggalkan ruangan atau tempat pada
saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang atau dokumen

yang dibawa sebagaimana dimaksud pada
huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan

tindak pidana pelanggaran ketentuan
Perpajakan Reklame;
memangagil orang untuk  gdidengar

keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi,

j. menghentikan penyidikan; dan
k. melakukan tindakan lain yang periu untuk

kelancaran penyidikan tindak pidana
dibidang Perpajakan Reklame menurut
hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.




W (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

ot

1 Pasal 31 -

% (1) Waijib Pajak yang karena kealpaannya tdax
?;;_ menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan
5 tidak benar atau fdak lengkap a&tay
; melampirkan keterangan vang tidak benar
i sehingga merugikan keuangan daersh dapat

ahvera ezt
oo 3R

prido it i b e diibsh e e

dipidana dengan pidana kurungan paling lama
1 (satu) ishun atau denda paling banyak 2
(dua) kali jumiah pajak terutang yang tidak atau
kurang dibayar.

(2) Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD
atau dengan mengisi tidak benar atau tidak
lengkap atau melampirkan keterangan dengan
sengaja yang tidak benar sehingga merugikan
keuangan daerah dapat dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau
pidana denda paling banyak 4 (empat) kali

jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang
bayar. ‘

—

et b

T

TR P P et R L

27




£l

[

fifsnal

b
be
1y
IE

By
' E
‘%

}mﬂ:x_q,;:‘,mg’&!di{ﬂ‘h”ié"t‘fb':.llﬂ’I" e

il

Pasai 32

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30 tidak dituntut setelah melampauli jangka wakiu 5
(tima) tahun Sejak saat terutangnya pajak atau
berakhimya masa pajak atau berakhirnya bagian
tahun pajak atsu berakhimya tahun pajak yang
bersangkutan.

BAB Vi
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

. pajak Reklame yang telah dikeluarkan masinh tetap

berlaku sampai dengan berakhirya jengka wakiu
yang telah ditetapkan.

BAB XV
KETENTUAN PEMUTUP

Pasail 34
Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala
ketentuan lain vang benentangan dengan Qanun ini

dinyatakan tidak berlaku.

Pagal 38

~ Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini,

sepanjang mengenal peraturan bpeiaksanaannya
na

kan diatur lebih laniut dengan Peraturan Bupati

fg; danfatau Keputusan Bupati.
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Qanun ini mulai berlaku pada tanggai diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Qanun ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Disahkan di Meureudu
pada tanggal 31 Desember 2010 M
25 Muharram 1431 H

BUPATI PIDIE JAYA,
B
fé M. GADE SALAM
i
é:%ngkan di Meureudu i

fanggal 11 Januari 2011 M
6 Shafar 1432 H
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PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK REHLAME

| PENJELASAN UMUM

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dan dalam upaya untuk meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnva disektor
Pajaik dan Reiribusi Daerah, tentang Paisk Reklame.

2. Bahwa dalam rangka mendukung perkembangan
Otonomi Daerah vyang nyala, Dinamis dan
bertanggungjawab, maka penyelenggaraan
pemerintahan dan Pembangunan Daerah vang
bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)
khususnya pada Daerah pengaturannya perlu
ditingkatkan lagi.

3. Dalam usaha untuk meningkatkan biaya pengolahan
dan pemeliharaan pajak rekiame, maka sesuai dengan
kewenangannya, Pemerintah Daerah menetapkan Tarif
Pajak tersebut dalam Qanun.
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PENJELASAN PASAL DEM! PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas



s

e

i

" Pasal 12

L. %7 Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

G '?'_:'Pasal 14

Cukup Jelas

_ ?asal 15

Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19 -
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

mPasal 21

Cukup Jelas

Pésa! 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas



“‘Pasal 24
s Cukup Jelas
" pasal 25

"% Cukup Jelas
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- Pasal 26
. Cukup Jelas

Pasai 27
- Cukup Jelas

‘- Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32 -
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
-~ Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas
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